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ABSTRAK 

 

 
 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau dikenal dengan E-commerce merupakan 

salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi informasi.Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik mengandung banyak aspek 

hukum yang harus diperhatikan terutama yang tercantum dalam PP 80/2019 sehingga dapat 

diketahui perlindungan hukum bagi transaksi yang menggunakan perdagangan melalui sistem 

elektronik. PP 80/2019 merupakan implementasi dari UU Transaksi & Informasi Elektronik 

selain peraturan per UU yang ada. 

Metode yang penulis lakukan adalah yuridis normative digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana asas-asas hukum dan sistematika hukum diterapkan yaitu implikasi dari Undang-

undang yang ada. 

Menurut hasil penelitian tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik didasarkan pada 

pengertian e commerce yaitu transaksi elekstronik melalui jaringan internet yang terdiri dari 3 

jenis yaitu bussines to bussines (B2B), bussines to consumen (B2C) dan consumer to consumer 

(C2C). Meskipun transaksi dilakukan  melalui sistem elektronik keabsahan perjanjian jual beli 

yang dibuat secara elektronik harus memenuhi keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik  

selain merujuk pada ketentuan umum pasal 1320 BW serta persyarat khusus menurut UU ITE  

PP 80/2019 dan pasal 2,pasal 3 PP 80/2019.Perlindungan hukum perdagangan dengan sistem 

elektronik berdasarkan PP 80/2019., selain merujuk kepada UU PK, yang tercantum dalam PP 

adalah pasal 11 dan pasal 25 PP 80/2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

  Kehidupan dunia bisnis atau dagang saat ini kondisinya semakin 

kompleks,kompetitif bergerak dengan cepat dan semakin sulit diprediksi. Begitupun 

dengan berbagai tantangan bisnis yang muncul menyertainya, membawa implikasi bisnis 

yang tidak kalah sulit dan berat untuk mengatasinya. 

  Untuk menjawab tantangan bisnis dengan segala bentuk implikasinya, para pelaku 

bisnis dituntut untuk memiliki kemampuan respons yang cepat dn fleksibel terhadap 

setiap tantangan yang datang dan mengoptimalkan  pemanfaatan setiap  peluang yang 

mungkin, serta memahami pola kecenderungan perilaku dan tuntutan pelanggan, 

langkah-langkah kompetitor dan memahami setiap perubahan regulasi. Para pelaku bisnis 

harus siap menghadapi perdagangan /usaha yang berbasis teknologi atau yang sering kita 

sebut dengan e-commerce 

  Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (internconection 

networking) selanjutnya disebut e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan yang serba cepat , mudah dan praktis. Melalui internet , saluran distribusi 

global utama untuk produk , jasa, lapangan pekerjaan bidang manajerial dan  profesional 

sehingga masyarakat mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk 

(barang/jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas 

sesuai dengan yang diinginkan.   

  Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan 

jasa serta aliran distribusinya , segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku 

konsumen,lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Selain dampak yang lain di bidang 

politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Bahwa masyarakat 

sebagai konsumen dapat melupakan resiko yang dapat terjadi. 

  Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan bagi pelanggan karena merasa 

memiliki berbagai pilihan untuk memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain 

pelanggaran hak terhadap konsumen dengan mudah terjadi dengan karakteristik yang 

sepesifik dari e-commmerce.Oleh karena itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan 

untuk melindungi pelanggan yang menggunakan transaksi  e-commerce. 
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  Bagi produsen kemajuan ini memberikan dampak positive dalam memudahkan 

pemasaran produk hingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada 

penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun database 

pelanggan secara elektronik. 

  Sebaliknya, karena pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling 

bertemu , maka kemungkin lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliuran menjadi 

perhatian utama yang memerlukan penanganan. Sisi negatif lainnya yang tampak dalam 

transaksi e-commerce yakni apabila barang yang ditawarkan berkwalitas rendah atau 

pelayanan yang yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, maka kondisi tersebut 

akan mudah menyebar ke berbagai konsumen lainnya tanpa mampu dibendung , dan 

membawa dampak pengurangan jumlah konsumen. 

  Berikut salah satu contoh kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli on line: 

adalah transaksi pembelian melalui aplikasi market go jek dengan program penawaran 

disct pembelian barang/jasa.. Yang diterima oleh konsumen bahwa terdapat biaya 

tambahan atau fee yang dikenakan oleh merchant dari go jek tersebut.Jadi tidak sesuai 

dengan aplikasi yang ditawarkan,(Berdasarkan pengalaman rekan bernama Fenty 

Yuniarti, bertransaksi tanggal 17 Februari 2020) 

  Berdasarkan data tahun 2019 aplikasi market yang ada di Indonesia saling 

bersaing harga dalam menawarkan produk barang/jasanya.Berikut cuplikan beritayang 

diunggah  dari Tempo.com tanggal 10 Mei 2020. 

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI 

mencatat, sepanjang 2019, terdapat 34 kasus komplain pelanggan terhadap e-

commerce. Dari total jumlah kasus itu, terbanyak menyasar pada Bukalapak dan JDID. 

"Pengaduan untuk Bukalapak dan JDID masing-masing sebesar 17,6 persen," ujar 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di kantornya, Selasa, 14 Januari 2020. 

Tulus menjelaskan mayoritas pelanggan mengeluh soal barang yang tidak 

diterima. Total aduan terhadap kasus itu menempati porsi 28,2 persen. Sedangkan kasus 

lain meliputi barang pesanan tidak sesuai spesifikasi (15,3 persen) dan pengembalian 

dana atau refund (15,3 persen). 

Selanjutnya, keluhan terhadap sistem transaksi (12,8 persen), penipuan (12 

persen), lain-lain (7 persen), sistem server (5,1 persen), dan sistem pembajakan akun 

https://www.tempo.co/tag/e-commerce
https://www.tempo.co/tag/e-commerce
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(2,5 persen). Adapun dalam laporannya, Tulus mengatakan rata-rata pelanggan 

mengadu sulitnya berkomunikasi dengan narahubung perusahaan. 

"Rata-rata komunikasi pelanggan dengan mesin sehingga praktik di lapangannya sangat 

sulit. Konsumen merasa buntu karena dialog dengan perusahaan hanya melalui sistem 

chatting," tuturnya, mengimbuhkan. 

Menurut Tulus, perusahaan mesti menyediakan fitur khusus yang dapat 

menghubungkan pelanggan dengan customer service. Sebab, dialog antar-manusia 

dianggap lebih efektif ketimbang dialog manusia dengan mesin. 

Terkait masalah ini, YLKI sudah menjalin komunikasi dengan e-commerce, 

seperti Bukalapak. Ke depan, ia menjanjikan akan menggelar pertemuan dengan 

masing-masing perusahaan rintisan untuk menyelesaikan kasus pengaduan pelanggan. 

ADVERTISEMENT 

Dikonfirmasi ihwal adanya temuan YLKI ini, Tempo telah mencoba 

menghubungi Senior Corporate Communications Manager Bukalapak Gicha Graciella  

dan Senior Media Relations JD.ID Adhi Pratama. Namun, keduanya mengakui masih 

menyiapkan jawaban. 

Selain Bukalapak dan JD.ID, YLKI mencatat aduan lain berasal dari Shopee 

(14,7 persen), Tokopedia (8,8 persen), Harga Dunia (5,8 persen). Lalu, OYO (5,8 

persen), Tiket.com (5,8 persen). 

Selanjutnya, Akun Ig, Booking.com, Etokobagus.co, Lazada, Nusatrip, Qoo1, 

Landor, Shopintar, dan Super Bela yang masing-masing menempati porsi 2,9 persen. 

Sepanjang 2019, YLKI mencatat tercatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. 

Lima besar pengaduan itu bersangkutan dengan masalah jasa produk finansial, yang 

salah satunya belanja online. 

 Berdasarkan informasi di atats, Indonesiaakan  mengalami lonjakan 

transaksi Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce yang signifikan dari yang 

sebelumnya sebesar USD 1,7 miliar di tahun 2015 menjadi USD 21 miliar di tahun 2019. 

Transaksi tersebut diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2025 hingga menyentuh 

angka USD 82 miliar. (Google & Temasek/Bain, e-Conomy SEA 2019). Potensi e-

commerce yang diharapkan menghasilkan keuntungan akan berbahaya jika tidak 

https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf
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didampingi aturan main yang jelas. Untuk itu, Presiden Jokowi pada 20 November 2019 

menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (PP tentang e-commerce). 

 

  PP tentang e-commerce menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik(PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui 

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, 

keseimbangan, adil dan sehat. PP 80/2019yang merupakan implementasi dari UU No 

11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa 

:Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana 

yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, 

atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah 

Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi 

Perdagangan.  

  Berdasarkan hal tersebut di atas perlu  dilakukan penelitian tentang perlindungan 

hukum untuk melindungi pelanggan yang menggunakan transaksi  e-commerce ini 

berdasarkan PP 80/2019 . 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

https://www.easybiz.id/download/pp-no-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/
https://www.easybiz.id/download/pp-no-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

3.1.1.Bagaimana aspek hukum dari tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-

commerce) ? 

 

3.1.2. Bagaimana perlindungan hukum nya dari perdangangan yang menggunakan sistem 

elektronik berdasrakan PP 80/2019? 

 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk  mengetahui : 

 

3.2 Manfaat Penelitian  

3.2.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya adalah 

hukum keperdataan dagang bidang hukum dagang dan hukum perlindungan hukum 

.Bagaimana aspek hukum dari tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau 

e-commerce) ,Bagaimana bentuk perlindungan hukum nya dari perdangangan yang 

menggunakan sistem elektronik ? 

 

  3.2.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan 

pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun 

pemerintah yang menerbitkan regulasi atau ketentuan yang sudah ada dan 

berkaitan dengan hal tersebut. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1      Metode Pendekatan 

  Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatf, karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas 

hukum dan sistematika hukum diterapkan untuk mengetahuibagaimana aspek hukum dari 

tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ?bagaimana 

perlindungan hukum nya dari perdangangan yang menggunakan sistem elektronik 

berdasarkan PP 80/2019? 

 

4.2    Spesifikasi Penelitian  

  Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analistis, karena 

bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan 

atau gejala yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini karena 

diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek 

penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada 

saat penelitian dilakukan. Fakta yang diperoleh bagaimana aspek hokum dari transaksi 

jual beli on line dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 

penelusuran bahan hukum, baik buku maupun bahan hukum on line, literature dan 

peraturan peraturan pelaksana. 

 

4.4   Metode Penyajian Data     

   Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang bagaimana 

aspek hukum dari tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) 

?bagaimana perlindungan hukum nya dari perdangangan yang menggunakan sistem 

elektronik berdasarkan PP 80/2019? 
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4.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data 

kualitatif, konsep, teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

masalah yang ada, yang kemudian disinkronisasi ketentuan-ketuan yang ada dengan hasil 

akhir diharapkan dapat diberikan satu solusi tentangbagaimana aspek hukum dari 

tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik (atau e-commerce) ?bagaimana 

perlindungan hukum nya dari perdangangan yang menggunakan sistem elektronik 

berdasarkan PP 80/2019?Analisis dilkukan dengan pendekatan yuridis normatif. 

 

4.6 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan yaitu : KUHPer, KUHD, 

UU 11/2008, UUPK dan PP 80/2019.Daa primer dengan melakukan wawancara denga 

pihak terkait. 
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BAB V 

TELAAH PUSTAKA 

 

a. Tinjauan umum perjanjian jual beli /transaksi jual beli menurut Hukum Perdata 

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam pasal 1313 buku III BW (Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut pasal tersebut, perjanjian adalah perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinnya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 

Perjanjian atau overeenkomst yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan 

terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu 

sendiri.1Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi 

prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum 

yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan 

hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan 

hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban.2 Perjanjian yang mengandung 

hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah 

yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari 

para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban 

memenuhi prestasi.3 

a. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut 

mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : 

a) Kata Sepakat 

                                                 
1 Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannnya, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah 

Jawa Barat, 1990, halaman 430. 
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionaliras dalam Kontrak Komersial) Edisi I, Ctk. Pertama, 

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, halaman 15. 
3Ibid. 
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Kata sepakat ini pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak 

antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan telah memberikan 

kesepakatannya (Toestemming) ketika ia menghendaki apa yang mereka sepakati. Selain 

itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas, ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1320 jo. 

Pasal 1338 KUHPerdata, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan atau 

mengatur cara menyatakan kehendak. Namun, suatu perjanjian akan dianggap cacat 

hukum apabila kata sepakat yang diperoleh dikarenakan paksaan dan penipuan. 

b) Kecakapan untuk membuat perikatan 

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian, yakni : 

1) Orang yang belum dewasa. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 

KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 Tahun.  

2) Mereka yang masih dibawah pengampuan. Seperti orang yang gila, dungu, mata 

gelap, lemah akal, atau juga pemboros. 

3) Seseorang yang dinyatakan pailit. Karena seseorang yang dinyatakan pailit untuk 

membuat suatu perikatan harus mengungkapkan bundel pailit dan harus dengan 

sepengetahuan kuratornya. 

c) Suatu Hal Tertentu 

Pasal 1333 KUHperdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus punya pokok 

suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Bahwa zaak disini 

dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang 

dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian. 
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d) Kuasa Hukum yang Halal 

Kausa hukum yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari suatu perjanjian itu 

sendiri. Maksudnya adalah selama isi dari suatu perjanjian tidak dilarang oleh 

undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban 

umum.  

b. Subjek dan Objek Perjanjian 

Di dalam suatu perjanjian terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian 

adalah orang atau pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan objeknya adalah 

suatu hal yang diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian. 

c. Asas-asas Perjanjian 

Terdapat banyak sekali asas-asas hukum perjanjian, diantaranya: 

a) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting sehingga digambarkan 

sebagai tiang sistem hukum perdata. Khususnya hukum perikatan yang diatur di 

dalam Buku III KUHPerdata.Asas kebebasan berkontrak memiliki sifat universal 

yang artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara – 

negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama pula. Pasal 1338 KUHPerdata 

mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian 

yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.4 

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak ini malah menimbulkan 

ketidakadilan karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan 

                                                 
4 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, halaman 87. 
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pada posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang atau sejajar. 

Dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, pemerintah 

atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak 

dengan tujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan ini dapat dilakukan 

melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan di 

dalam peraturan perundang-undangan tercermin di dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

mengenai syarat sahnya perjajian.5 

b) Asas Konsensualisme 

Dalam asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir apabila terdapat 

kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme 

menandakan paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya 

kehendak (convergence of wills) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. 

Asas konsensualisme menandakan suatu penghormatan terhadap martabat manusia. 

Menurut Subekti hal tersebut adalah simpulan dari pepatah Belanda “een man een 

man, een word een word“ yang maksudnya adalah dengan ditetapkannya perkataan 

seseorang maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.6 

c) Asas Iktikad Baik 

Iktikad baik di dalam kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu iktikad baik pra kontrak 

(precontractual good faith) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (good faith on 

contract performance). Iktikad baik prakontrak adalah iktikad baik yang harus ada 

pada saat para pihak sedang melakukan negoisasi. Iktikad baik ini memiliki makna 

kejujuran atau honesty. Iktikad baik prakontrak bersifat subjektif karena didasarkan 

                                                 
5Ibid, halaman 88-89. 
6Ibid, halaman 90. 
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pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi. Iktikad baik dalam 

pelaksanaan kontrak disebut sebagai iktikad baik objektif yang mengacu pada isi 

dari pada perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak 

yang mengadakan kontrak oleh karena itu isi dari pada perjanjian harus rasional dan 

patut.7 

d) Asas Personalitas 

Asas personalitas ini merupakan kesimpulan dari Pasa 1340 KUHPerdata. Pasal ini 

menyebutkan overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelende partijen 

yang artinya perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan 

demikian, asas personalitas mengandung makna kontrak atau perjanjian hanya 

berlaku bagi pihak – pihak yang membuatnya.8 

Pada ketentuan pasal 1317 KUHPerdata dapat disimpulkan penyimpangan dari asas 

personalitas. Pasal ini menyebutkan dapat pula diadakan perjanjian untuk 

kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau 

suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. Dengan 

ketentuan ini, para pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa 

perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga.9 

Menurut Pasal 1317 KUHPerdata, janji bagi kepentingan pihak ketiga hanya mungkin 

dalam dua hal, yaitu : 

1) Jika seseorang memberikan janji kepada orang lain, dan 

                                                 
7Ibid, halaman 91-92. 
8Ibid, halaman 92. 
9Ibid. 
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2) Jika seseorang dalam perjanjian membuat suatu janji untuk kepentingannya 

sendiri.10 

d. Jenis-jenis Perjanjian 

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:11 

1) Perjanjian Sepihak 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban 

hanya pada salah satu pihak. Contohnya pada perjanjian hibah. Dalam perjanjian 

hibah kewajiban hanya ada pada si pemberi hibab yaitu dengan menyerahkan 

barang yang dihibahkan. Sedangkan si penerima hibah hanya berhak menerima 

barang yang dihibahkan tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap si pemberi 

hibah.12 

2) Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan 

kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Salah satu 

contohnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdata). Dalam perjanjian jual beli 

si penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima sejumlah 

pembayaran, sedangkan si pembeli berkewajiban membayarkan sejumlah 

pembayaran dan berhak atas penyerahan suatu barang yang dibelinya.13 

3) Perjanjian Percuma 

                                                 
10Ibid, halaman 93-94. 
11 Retno Prabandari, “Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek 

Hak Tanggungan”,http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf. (diakses pada 5 Februari 2020, 

pukul 12:39). 
12Ibid. 
13Ibid. 
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Perjanjian percuma maksudnya adalah perjanjian yang menurut hukum terjadi 

keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya pada hibah (schenking) pada 

pasal 1666 KUHperdata dan pinjam pakai pada pasal 1740 KUHPerdata.14 

4) Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah terjadi 

kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah 

perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, 

contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1741 KUHPerdata). Sedangkan, 

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang – 

udang mengharuska perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan akta 

yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, salah satu contohnya jual beli 

tanah.15 

5) Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tidak Bernama 

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan 

ketentuan khusus di dalam KUHPerdata buku III bab V sampai dengan bab XVIII. 

Contoh perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan 

lain sebagainya. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak 

diatur secara khusus dalam undang-undang, contohnya perjanjian leasing, 

keadgenan dan ditributor, dan kredit.16 

e. Berakhirnya Perjanjian 

                                                 
14Ibid. 
15Ibid. 
16Ibid. 
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Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan. 

yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata 

hukum, tidak bisa masuk kedalam kategori perjanjian dalam hubungan hukum. Pihak yang 

wajib melaksanakan prestasi disebut dengan “debitur”, sedangkan pihak yang berhak atas 

suatu prestasi disebut dengan “kreditur” 

Berikut pengertian jual beli menurut hukum di negara-negara: 

1) Berdasarkan Pasal 1457 BW (KUHPerdata), pengertian jual beli adalah suatu 

persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual 

mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan 

pembeli mengikatkan diri juga untuk membayar harga barang yang disetujui 

bersama.17 

2) Berdasarkan Pasal 433 ayat (1) dan (2) BGB (Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Jerman), jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, 

dimana penjual berkewajiban menyerahkan suatu barang beserta hak miliknya 

kepada pembeli serta menjamin barang tersebut bebas dari cacat fisik dan hukum; 

dan pembeli wajib membayar harga penjualan yang telah disepakati. 

Sedangkan menurut tokoh, Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan 

logis merupakan species dan genus perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya 

terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Isitlah harga didalam 

KUHPerdata memiliki makna yang netral, tetapi substansinya menurut Pasal 1457 

                                                 
17Ibid, halaman 2. 
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KUHPerdata, harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang 

sah.18 

a. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli 

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai bagian dari perikatan. 

Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai Ketentuan-

ketentuan Umum (Pasal 1457-1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban 

Penjual (Pasal 1473-1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513-

1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532), dan Bagian 

Kelima mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain 

Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457-1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam 

KUHPerdata diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.19 

b. Tinjauan umum transaksi menggunakan sistem elektronik  (e –commerce) 

  Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, 

lapangan pekerjaan bidang manajerial dan professional. Dampaknya mengubah 

perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, 

segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar 

tenaga kerjaDampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik, dan perspektif kita 

terhadap dunia dan diri kita didalamnya.E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa 

perspektif: 

• Komunikasi: pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui 

jaringan komputer atau sarana electronik lainnya 

• Perdagangan: penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan 

informasi melalui Internet atau fasilitas online lainnya 

• Proses Bisnis: menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan 

elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi 

                                                 
18Ibid, halaman 3. 
19 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, op.cit., halaman 9. 
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• Layanan: cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk 

memangkas biaya pelayanan/operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan 

layanan bagi konsumen 

Strukture dan klasifikasi e-commerce , ada dua tipe : 
1.business-to-consumer (B2C) : transaksi online terjadiantara perusahaan dengan 

konsumen individual 

2. e-tailing: ritel online, biasanya B2C 

business-to-business (B2B):perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. 

 

• Infrastrukturnya 

• Internet: jaringan global  

• Intranet: jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi 

Internet, seperti protokol Internet, browser Web, dsb. 

• Extranet: jaringan melalui Internet yang menghubungkan beberapa intranet 

• B2B dan B2C 

• business-to-business-to-consumer (B2B2C):model EC dimana suatu perusahaan menjual 

produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri 

• consumer-to-business (C2B): 

model EC dimana individu menggunakan Internet untuk menjual produk atau jasa 

kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang 

diperlukannya. 

Klasifikasi e commerce menurut pola interaksi : 

• consumer-to-consumer (C2C): 

 model EC dimana konsumen menjual (bertransaksi) langsung kepada konsumen lain 

• peer-to-peer (P2P):teknologi yang memungkinkan sesama komputer pada suatu 

jaringan untuk bertukar data dan proses secara langsung; dapat digunakan untuk 

C2C, B2B, dan B2C 

• mobile commerce (m-commerce): 

 transaksi dan aktivitas EC dilakukan dengan teknologi wireless (misal telepon selular) 

• location-based commerce (l-commerce):transaksi m-commerce yang ditargetkan pada 

individu di lokasi dan waktu tertentu 
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• intrabusiness EC:kategori EC untuk aktivitas internal suatu organisasi yang melibatkan 

pertukaran barang, jasa, atau informasi antara berbagai bagian dan individu dalam 

perusahaan 

• business-to-employees (B2E):model EC dimana organisasi menyediakan jasa, informasi, 

atau produk kepada individu karyawannya 

• collaborative commerce (c-commerce): 

 model EC dimana beberapa individu atau kelompok berkomunikasi dan berkolaborasi 

secara online 

• e-learning:penyampaian informasi secara online untuk tujuan pelatihan dan pendidikan 

• exchange (e-exchange):pasar elektronik untuk umum yang beranggotakan banyak 

pembeli dan penjual 

• exchange-to-exchange (E2E): model EC dimana beberapa e-exchange berhubungan satu 

sama lain untuk pertukaran informasi 

• e-government: model EC dimana organisasi pemerintah membeli atau menyediakan 

produk, jasa, atau informasi bagi perusahaan atau individu warganegara 

  E commerce adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu, 

dimana perdagangan tidak berbatas nasional, pembelian tradeband tidak saling bertemu 

secara pribadi dna media yang digunakan adalah internet. 

  Regulasi yang mengatur adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang memberikan pengakuan transaksi elektronik sebagai kerangka 

hukum perjanjian atau perikatan dan hukum pembuktian sehingga kepastian hukum 

transaksi elektronik dapat terjamin. Peraturan pelasanan dari UU tersebut adala PP 

80/2019 tentang Perdangangan Melalui Sistem Elektronik. 

 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah 

Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan I atau menyebarkan 

informasi elektronik.(pasal 2, 3, dan 4 PP 80/2019). 

 Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik. Dan yang dimaskud Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi yang 
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digunakan dalam PMSE berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau 

permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat 

kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian.(pasal 5 & 

6 PP 80/2019). 

 

 4.3. Tinjauan Khusus mengenai Perlindungan Konsumen Transaksi Yang 

menggunakan Sistem Elektronik 

  Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen terkesan hanya 

terbats pada aktivitas perdagangan yang sifatnya konvensional. Di samping itu 

perindungan hukum hanya difokuskan pada sisi konsumen dan produk (barang/jasa) yang 

diperdagangkan. 

  Pada dasarnya perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan 

(e commerce) diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan yaitu perlindungan hukum 

melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum serta 

perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khususyang dibuat oleh para pihak dalam 

bentuk subtitusi /isi perjanjian antara konsumen dengan produsen. 

  Menurut PP 80/2019yang merupakan implementasi dari UU No 11/2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa :Pedagang 

(merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat 

dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem 

Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha 

penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.  

  Berdasarkan hal tersebut di atas pelaku usaha yang melakukan PMSE  terdiri dari 

pelaku usaha Kecil,Mikro dan Menengah atau yang diebutkan sebagai produsen yang 

melakukan kegiatan bisnis termasuk transaksi jual belinya melalui elektronik.  harus 

mendapatkan ijin dalam berwirausaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat . 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1  Aspek hukum dari tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik  

   Transaksi perdagangan secara elektronik mengandung banyak sekali aspek hukum 

yang harus diperhatikan , misalnya  tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat 

secara elektronik, dan tentang perlindungan hukum bagi konsumen atau apabila terjadi 

sengketa diantara pelaku usaha dan konsumen. Mekanisme penyelesaian tentunya akan 

lebih rumit karena sering terjadi transaksi elektronik dilakukan melintasi batas antar 

negara pula. 

   Dalam UU ITE dan PMSE tidak memuat definisi perdagangan elektronik, 

meskipun di dalam keduanya memuat definisi transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU 

ITE yang dimaksud dengan transakski elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer , jaringan komputer dan atau media elektronik 

lainnya. Definsi ini belum secara jelas menggambarkan yang dimaskud transaksi 

elektronik, karena harus dikaitkan dengan perjanjian yang terjadi sebagaimana yang 

tercantum dalam buku III KUHPerdata tentang Jual beli. 

 6.1.1 Aspek hukum transaksi jual beli  menurut KUHper 

Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang 

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan 

pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah 

uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Menurut Abdulkadir Muhamad jual beli dalah perjanjian dengan mana penjual 

memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli. 

Srdangkan terori baru yang dikemukanan Van Dunne ,perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara para pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum.20 

                                                 

1. 20R. Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 2000, 

halaman 59. 
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Pasal 1313 KUHper menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.Ketentuan 

dalam KIHper pada prinsipnya memiliki sifat terbuka  yang artinya adalah setiap orang 

bebas untuk mengadakan perjanjian , baik yang sudah di atur maupun yang belum diatur 

di dalam Undang –Undang. Peraturan ini dikuatkan dengan yang tercantum dalam pasal 

1338 KUHPer yang menyatakan bahawa ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-Undang bagi mereka yang membuatnya..ketentuan ini 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak emmbuat 

perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, 

pelaskaaan dan persyaratan, memberikan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lesan. 

Semua perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Menurut hukum 

kontrak Amerika ada 4 yaitu (1) adanya  offer (penawaran) dan acceptance (penerima), 

(2) metting of minds (persesuain kehendak) (3) konsiderans (prestasi) dan comletent legal 

pasties (kewennangan hukum para pihak dan (4) legal subject metter (pokok persoalan 

yang sah). 

Sedangkan  menurut hukum Eropa  sesuai . pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat 

para pihak , cakap, suatu hal tertentu,susatu sebab yang halal. Kesepakatn dalam pasal 

1320 Kuhper  terjadi karena kesesuian kehendak antara satu dengan atau lebih dengan 

pihak lain. Kapan terjadi persesuain kehendak. Ada teori yang mendasari yaitu : 

a. Teori ucapan (uitingsheorie) , adalah kesepakatan terjadi pada saat pihak yang 

menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. 

b. Teori  pengiriman (verzendtheorie), terjadi apabila pihak yag menerima 

penawaran mengirimkan telegram 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie), bahwa keepakatan terjadi apabila pihak 

yang menawarkan itu ,mengetahui adanya acceptatie(penerimaan), tetapi 

penerimaan itu belum diterimanya (tdk diketahui secara langsung) 

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie), terjadi pada saat pihak yang menawarkan 

menerima langsung jawaban dari pihak lawan 

Kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sah adalah kemampuan melakukan 

perbuatan hukum.Orang yang melakukan perjanjian adalah haruslah orang yang cakap 
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dan wewenang untuk melakukan perbautan perbuatan hukumsebagaimana yan ditentukan 

UU.Orsng yang cakap adalah sudah dewasa/21 tahun atau sudah menikah.Sedangkan 

orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh 

walinya, dan yang menajdi obyek perjanjian adalah presatsi. Asas-asa dalam perjanjian 

juga harus terpenuhi seperi asasa kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas itikad 

baik, asas pacta sun servanda, asas kepribadian .Bahwa menurut pasal 1458 KUHPer jual 

beli lahir sejak terjadinya kesepakatan barang & harga meskipun barang belum 

diserahkan dan harga belum dibayar. 

 

6.1.2 Transaksi Jual Beli Menurut Internet (E-Commerce) 

  Transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli biasa 

yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait meskipun dalam 

jual beli elektronik para pihak tidak bertemu secara langsun,satu sama lain tetapi 

berhubungan melalui internet.Pada dasarnya perjanjian jual beli melalui internet sama 

dengan yang terjadi secaa konvensial , juga harus memenuhi beberapa unsur , yaitu : 

a. Unsur essensilia, sebagai unsur pokok yang wajib dalam perjanjan, seperti 

identitas para pihak yang yang harus ada dalam perjanjian  

b. Unsur naturalia, unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak 

dituangkan cara tegas dalam perjanjian seperti para pihak harus mentaati isi dari 

perjanjian 

c. Unsur accendentalia, unsur yang diberikan oleh pihak dalam perjanjian seperti 

klausul tambahan misal barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan 

Sebagaimana telah disebutkan bagian sebelumnya berkaitan dengan tidak 

adannya definisi perdagangan elektronik dalam UU ITE jo PP tentang PPMSE , 

meskipun keduanya memuat definisi transaksi elektronik, berikut salah satu definisi yang 

disampaikan oleh  Fordwrwick dan Michael S.Baun,” perdagangan elektronik “adalah 

segala tranksaski bisnis yang dilakukan secara automasi elektronis dan mencakup bidang 

yang luas, mulai dari pemesanan barang melalui surat elektronik (email) maupun belanja 

di toko on line. Selengkapnya adalah sebagai berikut :21 

                                                 
21Rosalinda Elsina LAtumahina,Jurnal Gema Aktualita,Vol 4,No.1,Juni 2015 
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   Electronic commerce is on umbrella term and describes automed business related 

transaction, spanning the purchase of pencils via on electronic mailmesseggae to on 

office supplies store, a shopppingtrip to an electronics mailon the Wordl Wide Web the 

electrobic filling of tax return or orther govermnent oriented information and high dollar 

industrial inventory control transactions 

   Definisi lain mengatakan  bahwa e commerce adalah transakski elektronik melalui 

jaringan internet. Jens-jenis transaksi elektronik menjadi tiga yaitu: 

a. Bussinnes to bussines (B2B) yang merupakan model transaksi bisnis antar 

pelaku usaha/transaksi elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara 

rutin dan dalam kapasitas /volume produk yang besar. 

b. Bussines to consumer (B2C) merupakan elektronik yang dilakukan antara 

pelaku usaha dan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada 

saaat tertentu pula.Misalnya Internet Mall.Pada jenis kedua ini, produk yang 

dijual beraneka ragam baik barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk 

elektronik/digital, yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi (ready to 

use). 

c. Consumer to consumer (C2C0 yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar 

konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertetu pada saat tertentu.Antar 

konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu. 

Berikut contoh transaksi dalam media on line : 
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Dalam transaksi jual beli secara elektronik,pihak-pihak yang terkait adalah sbb : 

1. Penjual/merchant atau pengusaha yang menawakan sebuah produk melalui internet 

sebagai pelaku usaha. 
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2. Pembeli/konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang undang-undang, yang 

menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk 

melakukan transkasi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku 

usaha/merchant 

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau 

pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan 

pembeli tida berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda 

sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank 

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet 

Pelaksanaan transkasi jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap : 

1. Penawaran, dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada 

internet.Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan 

media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan produk 

2. Permintaan, dapat terjadi tergantung adalanya penawaran. Setiap orang yang berminat 

untuk membeli barang yang ditawarkan dapat dapat membuat kesepakatan dengan 

penjual. Pada transkasi jual beli melalui website, biasanya calon pembeli akan 

memilih barang untuk membeli barang yang ditawarkan. 

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya 

melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpuan pada sistem keuangan. Cara 

pembayaran dapat melalui Model ATM, Pembayaran langsung tanpa perantra. 

Pembayaran dengan perantara pihak ketiga melalui kartu kredit. 

4. Penerimaan, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang menjadi  

obyek jual beli dari penjual dengan biaya pengiriman yang telah disepakati antara 

pihak penjual dan pembeli. 

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas,masing-

masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pelaku Usaha sebagaimana dalam pasal ( 

UU 11/2008 adalah memasarkan produk dalam melalui sistem elektronik harus 

menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak , produsen 

dan dan produk yang ditawarkan. Disamping itu penjual juga menawarkan produk yang 

diperkenankan oleh Undang-Undang. Bahwa disamping itu seorang pelaku usaha harus 

mempunyai asas itikad baik, seperti dalam pasal  3 UU 11/2008 yang berarti dapat 
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digunakan para pihak dalam melakukan transasksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara 

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi para pihak lain 

tanpa sepengetahuan pihaklain tersebut. 

 

6.2 Transaksi Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan PP 80/2019 tentang 

Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik 

PP tentang e-commerce menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik(PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui 

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, 

keseimbangan, adil dan sehat. PP 80/2019yang merupakan implementasi dari UU No 

11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1(10) disebutkan bahwa 

:Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang 

dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau 

Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. 11. Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Pelaku Usaha penyedia 

sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.  

Perkembangan hukum perjanjian yang berkaitan dengan transaksi elektronik dimulai dari  

yang disebut perbuatan hukum perdagangan elektronik . 

 

Berikut  munculnya kontrak elektronik (e-contract) yang diperkenalkan dalam 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996.  Dengan diundangkannya 

UU-ITE ketentuan tentang e-contract diakui dalam hukum positif. Namun jika dicermati, model 
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law UNCITRAL dan UU-ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari e-contract. Alhasil, 

pemahaman tentang e-contract menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan. 

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa e-contract /kontrak elektronik, suatu 

perjanjian yang didigitalisasi dokumennya/di-scan atau dibuat dalam bentuk soft-copy maka 

itulah e-contract. Pandapat di atas adalah pendapat yang keliru, karena e-contract tidak 

sesederhana itu. Kekeliruan pemahaman lainnya juga terjadi dalam mengartikan tanda tangan 

elektronik. Berangkat dari kesalahan persepsi di atas, maka penjelasan tentang e-

contract, jenisnya dan tanda tangan elektroik menjadi penting. 

Untuk mengenal konsep e-contract, maka rujukan awalnya harus mengacu pada 

UNCITRAL sebagai penggagasnya. Meski UNCITRAL juga tidak menyebut seperti apa 

bentuk e-contract, akan tetapi pasal 4 UNCITRAL memberi petunjuk, yaitu: 

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing 

data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by 

agreement.”22 

  Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (agreement). Hal ini pula 

sudah seusai dnegan yang tercantum dalam pasa; 1320 KUHPer.Meski secara prinsipil bentuk 

kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya 

memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan 

sebutan “variation by agreement”. Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan 

ini adalah bagian dari lingkup proses offer and acceptance yang perbedaan bentuknya harus 

diakomodir oleh hukum. Dalam e-contract, bentuk offer and acceptance dilakukan dengan 

menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan electronic data 

interchange (EDI). Dengan adanya bentuk baru dari offer and acceptance maka sebutan variasi 

dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi menjadi sangat beralasan.Jika penjelasan 

di atas dikorespondensikan dengan UU-ITE, pengaturan tentang offer and acceptance diatur 

dalam pasal 8 UU-ITE, yaitu tentang “waktu pengiriman” dan “waktu penerimaan” 

informasi elektronik. Perlu disampaikan bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa 

menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka 

rumusan esentialia perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian 

selesai dibuat.  Hal ini pula memenuhi ke 3 unsur dalam perjanjian jual beli. 

                                                 
22 ibid 
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Dalam praktik, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian 

antara produsen dengan konsumen dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski 

demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana 

layaknya perjanjian konvensional.Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian 

elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement. Secara sederhana, untuk 

menentukan kata sepakat dalam e-contract ketika pihak yang menerima penawaran melakukan 

‘click’ pada bagian persetujuan (agreement). Perjanjian ini sering ditemukan ketika seseorang 

akan melakukan intalasi perangkat lunak.membuat atau mendaftar suatu acconut tertentu 

(melalui email atau media sosial).23 

Oleh sebab itu, e-contract bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer 

(user) dalam berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik.Dengan sifat e-

contract yang seolah-olah fait acccompli maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya 

bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada 

kondisi take it, or leave it. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan 

untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang 

tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan 

pilihan ‘cancel’ dan pilihan ‘back’ selain pilihan ‘next’. Dengan adanya pilihan pembatalan, 

maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam click-wrap agreement adalah penempatannya 

yang harus bisa di lihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (user). Selain itu, pihak yang 

menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang 

ditawarkan. Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya 

 sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan ‘click’ sebelum ia membaca perjanjian yang 

ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan cara melaukan ‘scrolling’ terhadap dialogue box yang 

muncul pada sistem elektronik. Jika pihak yang menawarkan tidak merancang sistemnya seperti 

di atas, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif. 

Berkaitan bahwa di dalam perjanjian dengan sistem konvensional terdapat persetujuan 

para pihak dengan membubuhkan tanda  tangan maka dalam sistem elektronik muncul yang 

                                                 
23

Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember 2019 | 08:59 WIB,https://news.ddtc.co.id/tag/PP__80_2019 
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disebut dengan tandatangan elektronik atau tandatangan digital.. Terdapat kekeliruan 

pemahaman tentang tanda tangan digital yang dikatakan sebagai tanda tangan konvensional yang 

didigitalisasi dengan cara di-scan dalam konteks perjanjian elektronik harus mengacu pada 

rumusan pasal 1 angka 12 UU-ITE, yaitu: 

”Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang 

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai 

alat verifikasi dan autentikasi.” 

Berdasarkan definisi di atas, ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan perihal tanda 

tangan elektronik, yaitu: verifikasi dan autentikasi. Untuk dapat membubuhkan tanda tangan 

dalam konteks kontrak elektronik atau dokumen elektronik maka si penandatangan harus 

melakukan verifikasi dan autentikasi untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang 

dibubuhi tanda tangan itu valid. Salah satu contoh bentuk autentikasi misalnya dengan memindai 

sidik jari. ,  tanda tangan digital tidak berbentuk tanda tangan orang yang menandatangani. 

Bentuknya bisa saja berupa Barcode atau kode tertentu yang diverifikasi menggunakan 

password, PIN, sidik jari, dan sebagainya. 

 Dalam PP 80/90 pasal 50 disebutkan bahwa Kontrak elektronik sebagai bagian dari 

perdagangan melalui sistem elektronik sebagai mekanisme kontraktual sebagai perwujudan 

kesepakatan para pihak. Ada 6 aspek yang membuat kontrak elektronik sah dan mengikat para 

pihak adalah pertama, sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara 

elektronik. Kedua, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi 

yang tercantum dalam penawaran secara elektronik.Ketiga, terdapat kesepakatan para pihak, 

yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, 

diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran.Keempat, dilakukan oleh subjek 

hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kelima, terdapat hal tertentu. Keenam, objek transaksi tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum 

Adapun kontrak elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau 

perjanjian/perikatan lisensi. Perjanjian/perikatan lisensi itu mencakup perjanjian/perikatan lisensi 
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pengguna akhir; lisensi pengubahan, pengembangan, atau modifikasi; lisensi publik; lisensi 

untuk berbagi (creative common license); dan lisensi kembali kepada pihak (relicensing). Hal ini 

sesuai dengan pasal 51 PP 80/2019. 

Sesuai dengan pasal52 dan pasal 53 PP 80/2019 kontrak elektronik harus sesuai dengan 

penawaran. Selain itu, harus memuat paling sedikit sembilan hal. Kesembilan hal tersebut adalah 

identitas para pihak; spesifikasi barang dan/atau Jasa yang disepakati; legalitas barang dan/atau 

jasa; nilai transaksi perdagangan.Selanjutnya, ada persyaratan dan jangka waktu pembayaran; 

prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa; prosedur pengembalian barang dan/atau 

jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang 

diperjanjikan; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan pilihan hukum 

penyelesaian sengketa PMSE. 

“Kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen,” demikian 

amanat dalam PP tersebut. 

Kontrak elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan 

para pihak sesuai dan ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa 

Indonesia. Pelaku usaha wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau 

disimpan oleh konsumen.Kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum 

apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung 

jawab. Apabila terjadi kesalahan teknis, pihak penerima tidak wajib mengembalikan barang 

dan/atau Jasa. Dan kerugian secara tekhnis menjadi tanggungjawab pelaku usaha yang 

bersangkutan (pasal 57 (3). 

Adanya kontrak elektronik ini supaya  terpenuhinya transaksi perdagangan sebagai bukti 

transaksi dan sebagai alat bukti yang sah. 

6.3 Perlindungan hukum perdangangan yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan 

PP 80/2019? 

 Pada saat ini untuk mendukung dan memberikan perlindungan hukum terutama pada 

konsumen serta pelaku usaha dan sebagai bentuk implementasi dari UU ITE dan UU 
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perlindungan konsumen dapat dianalisa bentuk perlindungan hukum nya dari PP 80/2019  yang 

tercantum dalam pasal 25 PP tersebut yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi 

hak-hak konsumen  dan hal ini sudah sesuai dengan Sebagaimana yang tercantum di dalam 

UUPK pasal 4 bahwa hak konsumen adalah :  

a. Hak kenyamanan, ekamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijannjikan 

c. Haka tas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan 

atau jasa 

d. Hak untuk didengar pendapat dan kelauhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesiaan sengketa 

perlindungan konsumen secara patut 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskrimitatif 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan 

atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah : (pasal 7 UUPK) 

a. Beritkad baik dalamnelakukan kegiatan usahanya 

b. Memberika informasi yang benar dan jelas jujur mengenai kondisi dna jaminan barang 

dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan atau melayanikonsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

d. Menjaminmutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atay jasa yang berlaku 

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang 

dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat 

dan atau yang dipedagangkan  

f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibar penggunaan 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dieprdagangkan 
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g. Memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidka sesuai dengan perjanjian 

Selain hak dan kewajiban di atas maka menurut  PP 80/2019 pasal 15 bahwa setiap 

pelaku usaha wajib memiliki izin  usaha dalam melakukan kegiatan  PMSE dan pengajuan ijin 

dilakukan  melalui Perizinan berusaha secara terintegrasi. Dalam rangka memberikan bentuk 

perlindungan hukum pelaku usaha tunduk juga pada mekasnisme perpajakan (seperti yang 

tercantum dalam pasal 8).Pasal 11 menyebutkan disebutkan  setiap pelaku usaha yang 

melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Salah satu persyaratan itu adalah nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Sehingga syarat perpajakan ini menjadi bersifat umum dan  normatif bahwa pelaku usaha atau 

pedagang yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. 

Selain dua hal di atas yang telah disampaikan , aspek hukum dalam rangka memnerikan 

perlindungan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalahPMSE juga wajib menyimpan 

data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling 

singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh. Data dan informasi tersebut 

disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia.. 

Ada 6 kewajiban yang harus dijalankan baikPMSE dalam negri maupun PMSE luar yaitu : 

Pertama, mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi 

sistem elektronik yang berbentuk situs internet.Kedua, mengutamakan menggunakan alamat 

protokol internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketiga, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, melakukan pendaftaran sistem elektronik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, memenuhi ketentuan 

persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE. 

Sertifikat keandalan perlu dimiliki oleh pelaku usaha yang menajlankan bisnisnya secara 

elektronis.bahwa menurut UU ITE setiap pelaku usaha yang menyeleanggarakan transkasi 

elektronik dapat disertifiaksi oelh lembaga Sertifikasi Keandalan.Sertifikasi ini dibuat dengan 

tujuan untuk melindungi konsumen .Hal ini bekerjasmaa dengan kemenfo. 

https://news.ddtc.co.id/marketplace-diwajibkan-simpan-data-transaksi-keuangan--18031
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Bentuk perlindungan hukum  yang dapat dianalisa berkaitan dengan perijinan pelaku usaha 

termasuk pelaku usaha dari luar negri yang dianggap berada secara fisik Dalam PP itu diatur 

mengenai pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan 

PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI.“[Pelaku usaha luar 

negeri itu] yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di 

Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum NKRI,” demikian bunyi 

penggalan pasal 7 ayat (1) PP tersebut.Adapun kriteria tertentu yang dimaksud dapat berupa 

empat aspek, yaitu jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau 

jumlah traffic atau pengakses. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kriterian tertentu ini 

diatur dengan peraturan menteri perdagangan.Dalam PP tersebut, yang dimaksud dengan pelaku 

usaha luar negeri dalam PMSE meliputi pedagang luar negeri, penyelenggara perdagangan 

melalui sistem elektronik (PPMSE) luar negeri, dan penyelenggara sarana perantara luar negeri. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Aspek hukum dari tranksaksi jual beli berbasis sistem elektronik didasarkan pada pengertian e 

commerce yaitu transaksi elekstronik melalui jaringan internet yang terdiri dari 3 jenis yaitu 

bussines to bussines (B2B), bussines to consumen (B2C) dan consumer to consumer 

(C2C).Secara eksplisit pengertian dalam UU tidak menyebutkan mengenai transkasi elektronik 

tetapi perdagangan elektronik yaitu segala tranksaski bisnis yang dilakukan secara automasi 

elektronis dan mencakup bidang yang luas, mulai dari pemesanan barang melalui surat 

elektronik (email) maupun belanja di toko on line. Meskipun transaksi dilakukan  melalui 

sistem elektronik keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik harus memenuhi 

keabsahan perjanjian jual beli secara elektronik  selain merujuk pada ketentuan umum pasal 

1320 BW serta persyarat khusus menurut UU ITE  PP 80/2019 yaitu : 

a. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  dilakukan dengan memperhatikan prinsip iktikad 

baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan 

sehat (pasal 3 PMSE) 

b. Kontrak elektronik (pasal 2 PMSE) harus mencamtumkan bentuk perjanjian elektronik 

dikenal dengan sebutan click-wrap agreement serta membubuhkan tandatangan digital 

.Kontrak elektronik sebagai infoemasi/dokumen elektronik untikmenajmin legalitas dan 

sebagai kelengkapan alat bukti sesuai UU.Kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi 

batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, 

andal, dan bertanggung jawab 

2.  Perlindungan hukum perdagangan dengan sistem elektronik berdasarkan PP 80/2019., selain 

merujuk kepada UU PK, yang tercantum dalam PP adalah sebagai berikut : 

a.Pasal 25 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak-hak konsumen ., 

para pelaku usaha wajibmemiliki izin  usaha dalam melakukan kegiatan  PMSE dan 

pengajuan ijin dilakukan  melalui Perizinan berusaha secara terintegrasi. 

b.Pasal 11 ,bahwa pelaku usaha wajin pada mekanisme perpajakan dengan memilki NPWP 

c.Pasal 25, bahwa wajib menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan 

transaksi keuangan, disampaikan ke BPS yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. 

https://news.ddtc.co.id/marketplace-diwajibkan-simpan-data-transaksi-keuangan--18031
https://news.ddtc.co.id/marketplace-diwajibkan-simpan-data-transaksi-keuangan--18031
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d.Untuk lebih memberikan jamina kepastian hukum diterbitkan Sertifikat Keandalan sebagai 

bentuk perlindungan hukum dan integritas pelaku usaha e commerce. 
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